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PUTUSAN
Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Cbn

L N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siit Nurohmah Binti HM Husin, tempat/tangal lahir JAKARTA/18 Juni 1964,
umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IBU
RUMAH TANGGA, tempat kediaman di di Kp Lio Lebak RT 01
RW 012 Kelurahan Kedungwaringin kecamatan Bojonggede
Kabupaten Bogor, ... sebagai Penggugat;

melawan

Haryadi Prama Jaya Bin J Achfas, tempat/tangal lahir BOGOR/16 Oktober
1963, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan SUPIR, tempat kediaman di di Kp Lio Lebak RT 01
RW 012 Kelurahan Kedungwaringin kecamatan Bojonggede

Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28
Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Cbn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1.Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya

dilaksanakan pada tangggal 03 Mei 1985, berdasarkan kutipan akta

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor: B-353/Kua.09.1.1/PW.01/01/2019 tertanggal 14 Februari
2019, vyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan ;
2.Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kp Lio Lebak RT 01 RW 012 Kelurahan Kedungwaringin
kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
3.Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan
dikaruniai 2 orang anak bernama :
a.Rima Intan Katentri, Perempuan, Usia 32 Tahun
b.Marry Novalita Pranka, Usia 31 Tahun
4.
5.Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak Juni 1993 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

a.Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada
penggugat sejak 25 Tahun yang lalu

b.Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang beenama
Eka yang Penggugat ketahui dari pengakuan tergugat

c.Tergugat bersifat egois dan ingin menang sendiri

6.Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada Juni 2010 di mana sejak saat itu Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas
dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat
dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai
nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan)

Penggugat;
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7.Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada
orangtua Tergugat dan kepada keluarga Tergugat, namun mereka
menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

8.Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumahtangga
dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun
sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;

9.Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun
upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai.
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik

kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;
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Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang,
sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangannya itu disebabkan sesuatu
halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak
sungguh-sungguh dalam mengurus perkaranya, sebagaimana maksud Pasal
124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap
gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 496000,- ( empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Supyan Maulani, M.Sy.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto,

Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari
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itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H. Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Proses :Rp 50.000,-
- Panggilan :Rp 400.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah :Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);
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